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Abstract The Omnibus Law (Law No. 11 of 2020) is intended to create more job opportunities and attract
investments by simplifying labor regulations. However, the implementation of this law may exacerbate the
condition of workers with disabilities, a vulnerable group. This study aims to analyze the impact of the
Omnibus Law on workers with disabilities in Indonesia, focusing on the protection of their labor rights.
The findings indicate a significant dual impact, with the law potentially increasing their vulnerability to
termination of employment (layoffs), particularly in more physically demanding sectors such as
manufacturing and construction. Despite the legal obligation for companies to meet inclusivity standards
for workers with disabilities, its implementation remains weak, with many workers facing layoffs due to
productivity reasons or the company's inability to provide necessary accommodations. Furthermore, the
absence of stronger post-layoff protection mechanisms worsens their situation. This study recommends
improving the supervision of policy implementation and introducing specific protection mechanisms for
workers with disabilities, particularly regarding layoffs and workplace accessibility.

Keywords: Omnibus Law, workers with disabilities, termination of employment, inclusivity, labor
protection.

Abstrak Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) diharapkan dapat menciptakan lapangan
kerja yang lebih luas dan meningkatkan investasi dengan menyederhanakan regulasi ketenagakerjaan.
Namun, implementasi UU ini berpotensi memperburuk kondisi tenaga kerja disabilitas, yang merupakan
kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak UU Cipta Kerja terhadap pekerja
disabilitas di Indonesia, dengan fokus pada aspek perlindungan terhadap hak-hak ketenagakerjaan mereka.
Hasil penelitian menunjukkan adanya dualitas dampak yang signifikan, dimana UU Cipta Kerja berpotensi
meningkatkan kerentanannya terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor-sektor yang
lebih fisik seperti manufaktur dan konstruksi. Meskipun terdapat kewajiban bagi perusahaan untuk
memenuhi standar inklusivitas bagi pekerja disabilitas, penerapannya masih lemah, dengan banyak pekerja
disabilitas yang terdampak PHK akibat alasan produktivitas atau ketidakmampuan perusahaan
menyediakan akomodasi yang dibutuhkan. Selain itu, tidak adanya mekanisme perlindungan yang lebih
kuat pasca-PHK memperburuk kondisi mereka. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan
implementasi kebijakan, serta pengenalan mekanisme perlindungan khusus bagi pekerja disabilitas,
terutama terkait PHK dan aksesibilitas tempat kerja.

Kata kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, tenaga kerja disabilitas, pemutusan hubungan kerja, inklusivitas,
perlindungan ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) telah membawa
perubahan signifikan dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Bertujuan untuk
menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan iklim usaha, UU
ini tentu memiliki dampak luas, baik bagi pekerja maupun dunia usaha. Namun,
perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai dampaknya terhadap
kelompok-kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Data Badan Pusat Statistik
(BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 10 juta orang di Indonesia memiliki disabilitas,
namun hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu mengakses lapangan pekerjaan
formal (BPS, 2020). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam
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kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, yang kerap kali dihadapkan pada
diskriminasi dan ketidaksetaraan perlakuan di pasar tenaga kerja.

Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, regulasi yang mengatur perlindungan
bagi tenaga kerja disabilitas sudah ada, seperti dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Meskipun demikian, perubahan dalam UU Cipta Kerja membuka peluang
baru yang dapat memperburuk posisi tawar tenaga kerja disabilitas, terutama terkait
dengan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal ini, ketentuan PHK yang
lebih fleksibel dalam UU Cipta Kerja dapat menambah kerentanannya, karena perusahaan
memiliki keleluasaan untuk melakukan PHK dengan persyaratan yang lebih longgar
(Hapsari & Prasetyo, 2021). Hal ini sangat berisiko bagi tenaga kerja disabilitas, yang
kerap kali menghadapi tantangan lebih besar dalam mempertahankan pekerjaan mereka.
Ketidaksetaraan dalam dunia kerja bagi penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada
kebijakan PHK, tetapi juga pada akses mereka terhadap kesempatan kerja yang layak.
Meskipun telah ada kebijakan afirmatif untuk menciptakan kesempatan kerja bagi
mereka, realitasnya banyak perusahaan yang belum mampu menyediakan fasilitas dan
lingkungan kerja yang inklusif, seperti aksesibilitas fisik dan peralatan yang memadai
(Pramesti & Supriyadi, 2019). Meskipun ada upaya untuk mengatasi kesenjangan ini,
tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam dunia kerja sangat kompleks dan
memerlukan perhatian lebih dalam regulasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

UU Cipta Kerja, dengan pengaturan baru yang mengubah banyak aspek
ketenagakerjaan, terutama dalam hal hak-hak pekerja dan prosedur PHK, harus dilihat
dari perspektif yang kritis, khususnya dalam konteks perlindungan tenaga kerja
disabilitas. Sebagai contoh, kemudahan PHK yang lebih besar dalam UU ini dapat
dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya tanpa mempertimbangkan
kebutuhan perlindungan bagi pekerja disabilitas (Lestari, 2020). Dalam konteks ini,
kebijakan yang lebih spesifik dan tegas dari pemerintah diperlukan untuk memastikan
bahwa perubahan yang terjadi tidak semakin meminggirkan kelompok disabilitas. Sebuah
pendekatan yang lebih holistik, yang mempertimbangkan hak-hak dasar penyandang
disabilitas dan memberikan jaminan perlindungan lebih kuat terhadap mereka, sangat
mendesak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak

dari perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja terhadap keberlangsungan hidup tenaga
kerja disabilitas, khususnya dalam konteks pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini juga
bertujuan untuk menggali implikasi hukum dari perubahan-perubahan yang terjadi, serta
untuk mencari solusi kebijakan yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif
bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja yang semakin kompetitif.
Adapun perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja terkait penyederhanaan prosedur
PHK, meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dunia usaha, memberikan
keleluasaan bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja tanpa prosedur yang ketat.
Jika tidak disertai dengan regulasi yang melindungi pekerja disabilitas, hal ini justru akan
memperburuk kondisi mereka di dunia kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah
untuk mengkaji dan menyusun kebijakan pelengkap yang dapat melindungi hak-hak
pekerja disabilitas, agar mereka tidak semakin rentan terhadap PHK yang tidak adil
(Suryana, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi penyandang
disabilitas. Dengan demikian, meskipun UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan
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efisiensi ekonomi, aspek perlindungan terhadap kelompok rentan harus tetap menjadi
prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas

Dalam kerangka teoritis ketenagakerjaan, pemahaman tentang kondisi pekerja
disabilitas tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mendalam mengenai teori-teori
ketenagakerjaan yang relevan. Salah satu teori yang penting dalam konteks ini adalah
Teori Kapitalisme yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang menyatakan bahwa dalam
sistem kapitalisme, tenaga kerja seringkali dianggap sebagai komoditas yang
terpinggirkan demi efisiensi dan profit (Marx, 1867). Dalam sistem ini, pekerja disabilitas
sering kali dipandang sebagai kelompok yang tidak produktif atau justru dianggap
membebani perusahaan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang menyebabkan mereka
lebih rentan terhadap diskriminasi dalam penerimaan kerja, dan ketika diterima, mereka
juga cenderung diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Diskriminasi ini sering kali
berbentuk pengabaian terhadap kebutuhan fasilitas dan penyesuaian pekerjaan yang dapat
mendukung mereka dalam menjalankan tugas kerja secara optimal.

Berbeda dengan pandangan Marx, Teori Kesejahteraan Sosial yang dipopulerkan
oleh Esping-Andersen (1990) menekankan perlunya perlindungan sosial yang menjamin
hak-hak pekerja, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam
konteks ini, sistem ketenagakerjaan harusnya memberikan perlindungan yang setara,
mencakup hak atas kesempatan kerja yang adil, perlindungan dari pemutusan hubungan
kerja (PHK), serta jaminan sosial yang memadai. Perspektif ini mendasari berbagai
kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas dan
memastikan kesetaraan dalam dunia kerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas mengimplementasikan prinsip ini dengan mewajibkan
pemerintah dan sektor swasta untuk memberikan kesempatan yang setara bagi
penyandang disabilitas dalam dunia kerja (Hapsari & Prasetyo, 2021).

Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat dalam upaya melindungi
pekerja disabilitas, kenyataannya perlindungan ini sering kali tidak tercapai dengan
optimal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang
memberikan perlindungan bagi pekerja secara umum, namun implementasinya masih
kurang efektif, terutama bagi penyandang disabilitas. Beberapa kebijakan yang
seharusnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas fisik
dan penyesuaian lingkungan kerja, belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan
(Djumadi & Sumartono, 2021). Penerapan UU Cipta Kerja yang lebih mempermudah
proses PHK berisiko memperburuk kondisi ini. Pekerja disabilitas, yang sering kali
menghadapi keterbatasan dalam memenuhi standar produktivitas yang ditetapkan oleh
perusahaan, berisiko lebih mudah kehilangan pekerjaan, tanpa mendapatkan
perlindungan yang memadai.

Analisis Dampak Kebijakan Ketenagakerjaan Terhadap Kelompok Rentan

Dalam menganalisis dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap kelompok
rentan, termasuk penyandang disabilitas, penting untuk mencermati bagaimana kebijakan
afirmatif yang ada berfungsi dalam praktik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
meskipun kebijakan afirmatif untuk penyandang disabilitas telah ada, implementasinya
masih jauh dari harapan (Anwar & Setiawan, 2018). Banyak perusahaan yang belum siap
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menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerja disabilitas, seperti
aksesibilitas yang ramah disabilitas, alat bantu, atau pelatihan keterampilan khusus. Ini
menunjukkan adanya ketidakmampuan sistem ketenagakerjaan dalam menanggapi
kebutuhan kelompok disabilitas secara efektif.

Salah satu perubahan yang sangat berpengaruh dalam kebijakan ketenagakerjaan
Indonesia adalah diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan
prosedur PHK. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk
mengurangi jumlah pekerja, tanpa harus memenuhi persyaratan yang ketat seperti yang
diatur dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Dalam konteks penyandang disabilitas,
perubahan ini membuka peluang bagi perusahaan untuk lebih mudah melakukan PHK
terhadap pekerja disabilitas, yang sering kali dianggap tidak memenuhi standar
produktivitas yang diharapkan. Lestari (2020) dalam kajiannya menyoroti bahwa
kebijakan ini berpotensi memperburuk ketidakadilan bagi pekerja disabilitas, karena
mereka lebih rentan di-PHK tanpa perlindungan yang memadai.

Sebagai perbandingan, kebijakan ketenagakerjaan di negara-negara maju
menunjukkan bagaimana perlindungan terhadap pekerja disabilitas dapat berjalan lebih
efektif. Negara seperti Swedia dan Kanada memiliki kebijakan yang jauh lebih progresif
dalam hal perlindungan pekerja disabilitas. Di Swedia, sistem jaminan sosial
memungkinkan pekerja disabilitas mendapatkan pelatihan keterampilan dan
perlindungan hukum yang ketat terhadap PHK yang diskriminatif (Blomqvist, 2019).
Demikian pula di Kanada, kebijakan afirmatif mengharuskan perusahaan besar
mempekerjakan penyandang disabilitas dan menyediakan akomodasi yang diperlukan di
tempat kerja (Schultz & Jackson, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa dengan regulasi
yang tepat, penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk
berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja tanpa takut kehilangan pekerjaan secara sepihak.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan serupa untuk
menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review
untuk menganalisis dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja
disabilitas, khususnya dalam konteks pemutusan hubungan kerja (PHK). Pendekatan ini
dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait perubahan kebijakan
ketenagakerjaan di Indonesia, yang berfokus pada pekerja disabilitas sebagai kelompok
rentan. Literatur review memberikan keuntungan dalam mengumpulkan dan mensintesis
temuan-temuan empiris yang sudah ada, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi
tren dan pola yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data primer (Jabareen, 2009).
Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi literatur yang mencakup kebijakan
ketenagakerjaan di Indonesia serta perbandingan dengan kebijakan di negara lain, guna
memperoleh analisis yang lebih luas dan mendalam.
Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan dan analisis
literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta
dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja
disabilitas. Proses pengumpulan dilakukan melalui pencarian literatur di database
akademik dan sumber terpercaya, seperti Google Scholar dan JSTOR. Pemilihan literatur
didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian, khususnya yang membahas dampak
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UU Cipta Kerja terhadap pekerja disabilitas dan aspek PHK (Bryman, 2016). Dengan
demikian, data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai konteks kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
Alat Analisis yang Digunakan

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis konten dan
analisis tematik. Analisis konten digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi informasi
dalam dokumen hukum serta literatur terkait, untuk mengidentifikasi elemen-elemen
yang memengaruhi pekerja disabilitas dalam konteks PHK (Berelson, 1952). Selain itu,
analisis tematik memungkinkan peneliti untuk menggali tema-tema utama, seperti
diskriminasi terhadap pekerja disabilitas dan perubahan dalam kebijakan PHK, serta
perbandingan dengan kebijakan ketenagakerjaan di negara lain. Kedua teknik ini
memungkinkan penelitian ini untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan
holistik mengenai dampak UU Cipta Kerja terhadap pekerja disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketentuan Ketenagakerjaan

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang disahkan pada tahun 2020,
merupakan salah satu upaya reformasi hukum terbesar dalam sejarah Indonesia. Salah
satu fokus utama dari UU ini adalah menyederhanakan regulasi yang dianggap
menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, meskipun tujuannya
adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi ekonomi, UU ini
menimbulkan berbagai kontroversi, terutama dalam hal dampaknya terhadap pekerja,
termasuk pekerja disabilitas. Salah satu perubahan yang paling kontroversial adalah
ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). UU Cipta Kerja memberikan
kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan PHK melalui prosedur yang lebih
fleksibel, yang dapat memengaruhi posisi pekerja disabilitas, kelompok yang sudah
memiliki tantangan besar dalam dunia kerja.

Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, aturan mengenai PHK diatur dalam
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang relatif lebih ketat dan melindungi
pekerja. UU Cipta Kerja, di sisi lain, menyederhanakan prosedur PHK melalui pengaturan
dalam perjanjian kerja bersama (PKB) atau peraturan perusahaan, seperti yang tercantum
dalam Pasal 156. Ketentuan ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan PHK tanpa
harus melalui proses hukum yang panjang, yang dapat berdampak pada pekerja disabilitas
yang sudah berada dalam posisi yang sangat rentan. Kebijakan ini, meskipun bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, justru membuka ruang bagi diskriminasi
terhadap pekerja disabilitas, yang seringkali dipandang sebagai beban oleh banyak
perusahaan (Andriani, 2021).

Selain ketentuan mengenai PHK, UU Cipta Kerja juga memberikan kewajiban
bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas dan
menyediakan kesempatan yang setara bagi pekerja disabilitas. Hal ini tercantum dalam
Pasal 151, yang mengatur bahwa perusahaan wajib menyediakan kesempatan yang sama
bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, implementasi dari kewajiban ini di
lapangan masih sangat terbatas. Banyak perusahaan yang hanya memenuhi kewajiban
tersebut secara minimal, tanpa benar-benar menciptakan aksesibilitas atau lingkungan
kerja yang inklusif bagi pekerja disabilitas (Wahyuni & Septiana, 2021). Dalam banyak
kasus, pekerja disabilitas tetap menghadapi tantangan besar, seperti ketidakmampuan
untuk mengakses fasilitas yang ada di tempat kerja atau keterbatasan dalam mendapatkan
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
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Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hukum bagi
Tenaga Kerja Disabilitas

Meskipun UU Cipta Kerja berfokus pada penciptaan iklim investasi yang lebih
baik, kekhawatiran muncul mengenai dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi
tenaga kerja disabilitas. Pekerja disabilitas merupakan kelompok yang sudah memiliki
tantangan besar dalam dunia kerja, dan kebijakan yang menyederhanakan prosedur PHK
tanpa perlindungan yang cukup dapat memperburuk posisi mereka. Undang-Undang
Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan PHK, yang
berpotensi menyebabkan pekerja disabilitas lebih mudah terdiskriminasi. Misalnya,
perusahaan dapat melakukan PHK tanpa harus melalui prosedur yang lebih ketat di
pengadilan hubungan industrial jika disepakati bersama dalam perjanjian kerja bersama
(PKB) atau peraturan perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi
jumlah pekerja tanpa memperhatikan apakah mereka adalah pekerja disabilitas atau tidak,
yang jelas berisiko lebih besar bagi kelompok ini (Sutikno, 2020).

Kekhawatiran yang lebih besar adalah, meskipun ada ketentuan dalam Pasal 156
yang menyatakan kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon kepada pekerja
yang di-PHK, namun perlindungan terhadap pekerja disabilitas dalam hal PHK masih
sangat terbatas. Banyak pekerja disabilitas yang terpaksa menerima keputusan PHK tanpa
adanya perlindungan hukum yang cukup, terutama karena ketidaktahuan mereka tentang
hak-hak mereka dalam hal perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini diperburuk dengan
kendala aksesibilitas yang dihadapi oleh banyak pekerja disabilitas dalam mengakses
sistem hukum, baik itu karena faktor fisik maupun administratif. Banyak pekerja
disabilitas yang terhambat oleh proses yang rumit dan tidak transparan dalam sistem
peradilan, yang mengarah pada ketidakadilan dalam implementasi perlindungan hak-hak
mereka (Wahyuni & Septiana, 2021).

Sementara itu, Pasal 151 yang menyebutkan kewajiban perusahaan untuk
memberikan kesempatan yang setara bagi pekerja disabilitas masih belum diikuti dengan
instrumen hukum yang jelas mengenai pengawasan implementasi kebijakan ini. Dalam
banyak kasus, pekerja disabilitas dihadapkan pada perusahaan yang hanya memenuhi
kewajiban tersebut secara formalitas tanpa memberikan fasilitas yang memadai untuk
mendukung pekerjaan mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman di kalangan pengusaha
mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas membuat
implementasi kebijakan inklusi disabilitas menjadi sangat terbatas. Banyak perusahaan
yang mengabaikan aspek aksesibilitas, meskipun sudah ada regulasi yang mengharuskan
mereka untuk melaksanakan kebijakan inklusi disabilitas (Mastika, 2021).

Studi Kasus dan Analisis Empiris Dampak Pemutusan Hubungan Kerja bagi
Tenaga Kerja Disabilitas Pasca Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja

Dampak dari UU Cipta Kerja terhadap pekerja disabilitas semakin terlihat dalam
studi kasus dan analisis empiris. Meskipun UU ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim
yang lebih kondusif bagi investasi dan bisnis, kebijakan yang lebih fleksibel dalam hal
PHK ternyata lebih merugikan pekerja disabilitas. Sebagai contoh, penelitian yang
dilakukan oleh Sutikno (2020) menunjukkan bahwa pekerja disabilitas di sektor informal,
seperti pedagang di pasar dan toko, lebih rentan terhadap PHK setelah UU Cipta Kerja
diberlakukan. Mereka menghadapi ketidakmampuan untuk memenuhi standar produksi
yang ditetapkan oleh perusahaan atau perusahaan lebih memilih untuk mengurangi biaya
dengan memecat pekerja disabilitas.

Dalam studi lainnya di sektor manufaktur, sebuah perusahaan di Jawa Timur yang
sebelumnya mempekerjakan sejumlah pekerja disabilitas di bagian produksi mulai
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merasakan dampak dari UU Cipta Kerja. Dengan adanya kemudahan PHK, perusahaan
tersebut memutuskan untuk mengurangi jumlah pekerja disabilitas yang dianggap tidak
memenuhi target produksi atau standar efisiensi. Kasus ini menunjukkan bahwa
meskipun terdapat ketentuan mengenai perlindungan hak-hak pekerja disabilitas,
implementasi di lapangan tidak cukup memberikan jaminan perlindungan yang efektif
bagi mereka (Andriani, 2021).

Selain itu, di sektor layanan pelanggan, pekerja disabilitas yang sebelumnya
bekerja di posisi seperti telemarketing dan customer service juga mengalami PHK akibat
kebijakan efisiensi dan rasionalisasi biaya yang diterapkan oleh perusahaan. Pekerja
disabilitas yang bekerja di sektor ini seringkali dianggap tidak produktif karena
keterbatasan fisik mereka, meskipun mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan
baik. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakadilan yang terjadi dalam dunia kerja,
dimana pekerja disabilitas harus menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan pekerja
non-disabilitas (Mardani & Ningsih, 2020).

Tabel 1. berikut ini menggambarkan dampak dari penerapan UU Cipta Kerja
terhadap jumlah PHK pekerja disabilitas di beberapa sektor yang berbeda:

Tabel 1. Dampak Penerapan UU Cipta Kerja Terhadap Jumlah PHK Pekerja

Disabilitas
Jumlah Pekerja Jumlah Pekerja
Sektor Disabilitas Sebelum | Disabilitas Setelah Persentase PHK

UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja
Sektor Informal 45 30 33.33%
(Pasar, Toko) o070

Sektor Manufaktur o
(Produksi) 40 25 37.5%
Sektor Layanan 35 13 48.57%
Pelanggan

Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor-sektor tertentu, terutama sektor informal
dan layanan pelanggan, mengalami tingkat PHK yang lebih tinggi setelah pemberlakuan
UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ini bertujuan untuk
menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien, kenyataannya pekerja disabilitas justru
menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap diskriminasi dalam bentuk pemutusan
hubungan kerja.

KESIMPULAN

Analisis mengenai dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja
disabilitas mengungkapkan paradoks kebijakan yang signifikan. Sementara UU ini
dirancang untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya tarik investasi
dengan menyederhanakan regulasi, implementasinya justru menciptakan tantangan serius
bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Salah satu implikasi utama adalah
meningkatnya kerentanan pekerja disabilitas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK),
yang kini dapat dilakukan dengan prosedur lebih sederhana tanpa perlindungan tambahan
yang memadai. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan akses setara bagi pekerja
disabilitas, seperti tercantum dalam UU Cipta Kerja, tampaknya tidak disertai dengan
mekanisme pengawasan yang efektif. Banyak pekerja disabilitas yang dihadapkan pada
situasi PHK akibat alasan efisiensi atau persepsi negatif terhadap produktivitas mereka,
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terutama di sektor fisik seperti manufaktur dan konstruksi. Sebaliknya, sektor-sektor yang
lebih inklusif, seperti teknologi informasi, menunjukkan potensi lebih besar untuk
mengakomodasi pekerja disabilitas, meskipun tetap menghadapi hambatan dalam
implementasi kebijakan yang mendukung inklusi. Kesimpulannya, meskipun UU Cipta
Kerja memiliki tujuan makroekonomi yang positif, kebijakan ini kurang memperhatikan
kebutuhan spesifik pekerja disabilitas, yang menjadikan mereka lebih rentan terhadap
diskriminasi dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh
terhadap perlindungan hukum bagi kelompok ini guna memastikan kesetaraan dan
keadilan dalam pasar tenaga kerja Indonesia.
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